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ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia karena dia,
laki-laki maupun perempuan adalah manusia, namun terdapat kekhususan
hak pada perempuan yaitu hak reproduksi termasuk di dalamnya hak untuk
menentukan nasib sendiri. Dalam suatu perkawinan muncul adanya hak dan
kewajiban suami dan isteri. Perkawinan dilakukan oleh dua orang dewasa
dimana keduanya memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum untuk
dirinya masing-masing. Meski demikian dalam pelaksanaanya seorang isteri
seringkali memiliki keterbatasan dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini
pun terjadi dalam bidang pelayanan kesehatan, salah satunya dalam hal
pengguguran kandungan atas indikasi medis dimana tindakan medis tersebut
harus disertai ijin dari si suami, yang dikukuhkan dalam pasal 76 UU
Kesehatan sehingga menjadi pertanyaan apakah harus disertakannya ijin
suami tersebut menyebabkan dilanggarnya hak reproduksi perempuan untuk
menentukan nasib sendiri.

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui gambaran pengguguran
kandungan harus dengan ijin suami, gambaran pengguguran kandungan
dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan diri sendiri dan
mengetahui hubungan pengguguran kandungan harus dengan ijin suami
dengan hak reproduksi perempuan untuk menentukan nasib. Metode
penelitian dilakukan melalui yuridis normatif dengan data sekunder yaitu
bahan kepustakaan. Metode yang digunakan yakni kualitatif normatif. Hasil
akhirnya melalui penelitian akan didapatkan secara menyeluruh hubungan
antara pengguguran kandungan harus dengan ijin suami dengan hak
reproduksi perempuan. [

Hasil penelitan menunjukkan bahwa ijin suami untuk pengguguran
kandungan atas indikasi medis menyebabkan dilanggarnya hak reproduksi
perempuan untuk menentukan nasib sendiri.

Kata Kunci: ijin suami, pengguguran kandungan, indikasi medis, Hak
reproduksi, hak perempuan, Hak menentukan diri sendiri.
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ABSTRACT

Human rights are rights that belong to every human being because of him,
both men and women are human beings, but there is specificity in the rights
of women, which is the reproductive rights including the right to self-
determination. In a marriage appears the rights and obligations of husband
and wife. Marriages performed by two adults where they have the right to take
legal action for himself each. Yet in the implementation of a wife often has
limitations in taking legal action. This also happens in the field of health
services, one of which in the case of abortion on medical indication where the
medical act must be accompanied by the husband’s consent, who was
confirmed in the Health Law article 76 so that it becomes a question whether
to permit the inclusion of the husband’s consent caused the violation of
women's reproductive rights to decide for one’s self well being.

This study aims to determine the image of medical abortion should be with
the husband’s consent, abortion picture with the reproductive rights of women
to define themselves and find out the relationship between husband’s consent
for medical abortion as opposed to reproductive rights of woman to decide for
cne’s self well heing Mathods of research conducted through the juridical
normative with secondary data namely the literature. The method used the
qualitative normative. The end result will be obtained through research
thoroughly the relationship husband’s consent for medical abortion as

opposed to reproductive rights of woman to decide for one’s self well being

Studies showed that the provision. of husband'’s consent for medical abortion
causes the violation women's reproductive rights to decide for one’s self well

being.

Keywords: husband's consent, abortion, medical indication, reproductive
rights, women's rights, rights to decide.
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